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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 16 Tahun 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR

bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan. pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan
amanah Peraturan Daerah Nomor € Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun
2009-2014, ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Makassar Tahun 2014 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan dan rencana kerja dan pendanaannya baik oleh
pemerintah, pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725},

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043); .

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas
Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene
dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota
Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),
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ﬂ 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
L ' Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 20086, Nomor 6 Seri E Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daegrah Kota Makassar Nomor 4
Tahun 2009

. 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun
2009-2014 (L.embaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009),

24, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012),

25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2013 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ppRATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :




) i 1. Walikota adalah Walikota Makassar;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar,

2
L 3. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4

. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota
- Makassar;

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2013, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2014 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;

- 7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu}
tahun.

Pasal 2

(1).RKPD Kota Makassar Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun
2009-2014 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah
dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan sebagaimana terurai
dalam dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Walikota Makassar ini;

(2). RKPD Kota Makassar Tahun 2014 dimaksud ayat (1) pasal 2 merupakan :
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014;

b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
2014;

c. Pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2014;

d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.

Pasal 3

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada
Walikota dengan tembusan Bagian Keuangan dan Bappeda paling lambat 14
(empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan,

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan;
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. Pasal 4

- Bappéda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Ketja
Perangkat Daerah Tahun 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2014.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

. Ditetapkandi Makassar,
- Pada tang 13 Mei 2013

A MAKA$SAR,

Diundangkan di Makassar,
Pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA NMAKASSAR,

.A W

. —_—
) DRS. H. AGAR JAYA, MM
- (BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2013)
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